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Menimbang :

Mengingat

a.

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
o NOMOR 10 TAHUN 2016 .

o - TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
; g menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang
k: pembiayaan dalam tahup anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan
lan Belanja Daerah tahun anggran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Ufidarig-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ar 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kéi-us n Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Nggara{ Republik Indonesia Nomor 3851);




10.

11.

12.

Jnd: i‘}g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
mor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

g 'Np“rnor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupate_n
’éf%t dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik
03 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

‘ ntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
004 Nemor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

rl gTahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanggn
ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

S e s : 2L gt ); . .

Undang—Undggg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421); R

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Indonesia Tahun-2009 Nomor 1 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang—Unda;;‘g' Nfo,mor* 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); |

Undang-Undang Nomior 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 N0m0r244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor:SS.;:-Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

o ~ ‘ Peraturan Daerah P-APBD Kab. SBT T.A. 2016




15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

rintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
1€sia Nomor 4416) sebagaimana telgh beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
mor 21 Tahiun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
can Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
007 "Nomor 47 » Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Noemor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indo

nesia N,

Peraturan tahNomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahny 2005 "Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 4);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah -(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia N omor 4593); :

P ah*Nemor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Republi i

eraturan Pemerint; '
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46 14); )
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2. eraturanPeﬁienntahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah ( Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2012
- Nomor.5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

""‘enter_i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
a-kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
uaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

26. algm Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

27.

- terl Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Penidapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 16; :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - 'PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN AN GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 930.792.234.521,- bertambah sejumlah
Rp. 2.997.183.767,- sehmggamemaderp933-789418288,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

; a. Semula  Rp. 930.792.234.52 1,-

§ b. Bertambah / (berkurang) - Rp. 2.997.183.767 .

| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 933.789.4 18.288,-

w»
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Ca BelanJa R -
a. Semula o R g v e, ey v
b.  Berfanmibahy(berkurang) Rp.

Rp. 996.226.960.321,-
57.977.776.145,-

Jumlah:Belanja setelah Perubahan

Surplusy/ (Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan o
d. Penerimaan

1) Semula - e
2) Bertambah/ (berkurang) Rbp.

Rp. 1.054.204.736.466.-
Rp.( 120.415.318.178,

Rp. 66.684.725.800,-
R 54.980.592.378,-

Jumlah Penerimaan_ -setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1} Semula Rp.
2) Bertambah/ (berkurarig) Rp

Rp. 121.665.318.178,-

1.250.000.000,-

0.-

Jumlah Pengeluaran setelah Perut;ahan

Jumlah Pembiayaan netto -setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 1.250.000.000,-

Rp. 120.415.318.178,-

(1) Pendapatan Daergh sebagaimang di,l_paks_ud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah ©
1) Semula T
2) Bertambah/ (berkurang] Rp

Rp. 17.114.669.288,-

0,-

b. Dana perimbangan sejumlah |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah seteléh Perubahan

Rp. 17.114.669.288,-

Rp. 787.507.330.233,-
2.497.183.767 -

1) Semula s

2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jaulmnl e Ferl lah Perubahan
C. Lain-lain. g-sah-sejumiah

1) Semuls =
2) Bertambah/(berkurang)  Rp,

Rp. 790.004.514.000,-

Rp. 126. 170.235.000,-
48 200.000.000,-

&y

Jumlah’“r;éiin'-léin‘pendépétan_‘daerahyéhg sah setelah Perubahan Rp. 126.670.235.000,-
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) Pendapatin Al Dae

a. Pajak.daerah . -
1} Semula Rp. 3.309.000.000,-
2) ..Bértam:bah/(berkurang) Rp. 0,-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

rah sébagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

Rp. 3.309.000.000,-
b. Retribusi daerah
1) Semula Rp.  700.632.850,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,-
Jumlah Retribusi daerah. setelah Perubah ‘

an Rp. 700.632.850,-
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
1) Semula

Rp. 1.980.036.438,-
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pengelolaan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 11.125.000.000,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah Lain

-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 11.125.000.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darj jenis pendapatan:
a. Bagi hasil Pajak/Bukan pajak _
1) Semula S Rp. 45.633.519.033,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (3.919.261.033,-)
Jumlah Bagi hasil Pajak/Bukan pajak setelah Perubahan Rp. 41.714.258.000,-

b. Dana alokasi umum
1) Semula Rp. 493.078.172.000,-
2) Bertambah/ (berkurang)

} Rp. 16.351.921.000.-
; Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.

509.430.093.000, -

ety g 2 R e L
ﬁ};«:waws&w‘;ml il 3
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husus -

Rp. 248.795.639.200,—
) ,tambah/(berkurang) Rp. (9.935.476.200,-!
- Jumlah Pang alokasi khusus setelah Perubahan

Rp. 238.860. 163.000,-
4

Lam—lam pendapatan daerah yang sah sebagaimang dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsj
1) Semula Rp. 7 -070.300.000, -
2) Bertambah / (berkurang) Rp -
Jumlah Bagi Hasi]

Pajak dari Provinsj setelah Perubahan

Rp. 7.070.300.000,-
b. Dana benyesuaian dan otonomj khusus

1)  Semula Rp. 1 19.099.935.000,-
2) Bertambah /( berkurang) Rp
Jumlah Bagi Hasi]

Pajak dari Provinsi setelgh Perubahan Rp. 119.099.935.000,-

rah Lainnya
Rp. 0,-
2) Bertambah /(berkurang) Rp. _ 500.000.000.-
Jumlah Dang beényesuaian dan otonomj khusus setelah Perubahan Rp 500.000.000, -
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri darj
’ a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 486.318.640.955 -
~ 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. { 6.438.639.689,-)
] Jumlah Belanja Tidalk Langsung setelah Perubahan Rp. 47 9.880.001.266,-
: b. Belanja Langsung '
i 1) Semula | . Rp. 509.908.3 19.366,-
3 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 64.416.415.834.-
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 574.324.735.200,-
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¢ Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai

1)  Semula Rp. 307.050.469.215, -
2) Bertambah/(berkurang) Rp (13.473.055.689.,-)

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 293.577.413.526,-
b..Belanja Subsidi ‘

1)  Semula Rp. 5.629.373.500,-
2) Bertambah/ (berkurang) ‘Rp 0,-

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahas

Rp.  5.629.373.500,-
C. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 11.509.125.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp.  1.984.000.000.-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 13.493.125.000,-

d. Belanja Bantuan sosial

| 1} Semula Rp.  10.886.900.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.792.500.000,-

Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah Perubahan

Rp.  15.679.400.000,-

€. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

1} Semula Rp. 144.242.7_.73.240,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 257.916.000,-

A Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah Perubahan

TS e
= ek

Rp. 144.500.689.240,-
f. Belanja tidak terduga

1) Semula - : Rp. 7.000.000.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan

bl bttt

it iiohsh

Rp. 7.000.000.000,-

LR e T

2
.
i

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 23.926.379.351,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.688.703.408.-

Jumliah Belanja pegawai setelah Perubahan

1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

Rp. 25.615.082.759,-

w
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b. Belanja Belanja barang dan jasa

g

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1)  Semula Rp. 66.684.725.800,-

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 54.980.592.378.-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan

1} Semula Rp. 1.250.000.000, -

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.

a. Penerimaan dari Sisa Kas Daerah

1) Semula Rp. 66.684.725.800,—
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 54.980.592.37 8,.-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

a. penyertaan modal (investasi) daerah

1} Semula Rp. 1.250.000.000,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.

1)’ " Semaula Rp. 275.930.968.584,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 17.000.076.402,-
Jumiah Belanja Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 292.931.044.986,-
‘ c BelanJaModal |
) Semula ' 'Rp. 210.050.971.431,-
2) Bert'ambah/(bepkurang) Rp. 45.727.636.024 -
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 255.778.607.455, -
Pasal 4

121.665.318.178, -

1.250.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana diméksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

121.665.318.178,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

1.250.000.000,-
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Pasal 5

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegia
dalam tahun anggaran ini;

,
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" Pasal 7
at’tirén, Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan bengundangan Peraturan Daerah inj dengan penempatannya dalam
 Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

L 3

Ditetapkan di Bula
Pada tanggal 09 Desember 2016

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.
ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bulg
Pada tanggal 09 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

SYARIF MAKMUR

Salinan sesuyai dengan aslinyg
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DR. ADAM RUMBAIIFAR
NIP. 197410152002121001

- Peraturan Daerah P-APBD Kab. SBT T.A 2016



